
 
 
 
 
 

WALI KOTA TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  51 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  

NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka penyempurnaan implementasi 

pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

pembentukan Komite Pengelolaan Risiko sehingga Peraturan 

Walikota Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang 

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang; 

 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan   Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  85,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4286); 



  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10); 

  11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang 

Nomor 76 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah 

Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 379) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 6 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Wali Kota sebagai pengarah;  

b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;  

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian 

Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; 

dan 

d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota. 

  

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 
 

Ditetapkan di Tanjungpinang  

pada tanggal 18 Agustus 2023 
WALI KOTA TANJUNGPINANG,  

 

 

 

RAHMA 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 18 Agustus 2023   

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,  
 
 
 
 
 

ZULHIDAYAT 
 

 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 485 


